
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Definisi Kemiskinan 

Definisi kemiskinan mengalami perkembangan pesat dalam waktu dua puluh 

tahim terakhir, mulai dari defimsi yang berdasarkan pada ketidakmampuan untuk 

membeli atau memenuhi kebutuhan fisik (pengeluaran) sampai kepada 

ketidakmampuan memenuhi standar hidup yang layak, seperti harapan hidup, 

kesehatan, dan melek huruf yang sering diukur dengan Human Development Index 

(HDI). Konsep yang terakhir yang berkembang adalah kemiskinan ditinjau dari 

dimensi kerentanan dan resiko untuk jatuh miskin (vulnerability/risk) dan 

ketidakberdayaan serta tidak didengamya suara orang miskin (powerless/voiceless) 

dalam proses kehidupan bermasyarakat (TKP3KPK, 2004). 

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, konsep kemiskinan ditinjau dari 

aspek yang lebih luas atau multidimensi, walaupun penekanannya lebih banyak pada 

aspek ekonomi atau pengeluaran. Kemiskinan dalam konteks ini didefinisikan 

sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, 

tidak dapat memenuhi hak-hak dasamya untxik mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pemikiran 

dan pengakuan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan 

masyarakat lainnya (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau, 2005). 

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan, KPK Pusat (2004) menyatakan 

bahwa strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan multidimensional yang 

dihadapi saat ini dilaksanakan melalui 4 strategi utama yaitu: perluasan kesempatan 

bekeija dan berusaha, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan 

perlindungan masyarakat. Dari ke empat strategi tersebut pemberdayaan masyarakat 

menjadi dasar bagi ketiga strategi lainnya. 
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2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat menunjukkan jati diri, 

harkat dan martabatnya secara maksimal imtuk bertahan dan menegembangkan diri 

secara mandiri baik dibidang ekonomi sosial, agama dan budaya 

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari reaksi terhadap alam 

pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang disuatu 

negara (Pranarka dan Vidhyandika, 1996). Selanjutnya dinyatakan bahwa konsep 

pemberdayaan bertujuan untuk menemukan altematif-altematif baru dalam 

pembangiman masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dipandang sebagai 

depowernment dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut. Konsep ini digantikan 

dengan sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan {humanisme). 

Craig dan Mayo (1995) menyatakan bahwa perspektif Maxis terhadap power dalam 

masyarakat kapitalis tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi. Power ini 

bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis lewat kerjasama 

transnasional yang berskala global. Dalam keadaan semacam itu, pemberdayaan 

masyarakat miskin dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis. Karena itu, masyarakat 

miskin hams diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan 

program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. 

Mcardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan 

keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan 

tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 

kemandirinya, bahkan mempakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha 

mereka mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya 

dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan dari 

hubungan ekstemal. Wardhani dan Haryadi (2004) mengartikan pemberdayaan 

Masyarakat sebagai suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan 

masyarakat, temtama yang miskin dan terpinggirkan menuju keswadayaan dan 

kemandirian. Pada kontek ini, proses pemberdayaan masyarakat bertumpu pada 

upaya penyadaran (conscientization), peningkatan kapasitas {capacity building), self-
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organization, akses terhadap sumberdaya serta pengembangan kemampuan advokasi, 

yang diharapkan secara bertahap mampu menginisiasi perubahan yang mendasar 

dalam tata kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dalam kiprahnya 

berorientasi pada collective - self - empowernment mempunyai sasaran ganda yaitu 

meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk keluar dari belenggu rantai kemiskinan 

(poverty circle) dan mendorong perubahan institusi dan kebijakan publik yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. 

Proses perubahan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan desa 

perlu mengacu pada empat hal yaitu; (i) akses informasi, (ii) keikutsertaan atau 

partisipasi, (iii) akuntabilitas, dan (iv) kapasitas keorganisasian lokal. Disamping 

aspek substansi, yang lebih penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah 

proses, terutama partisipasi dan pembelajaran. 

Reformasi Kelembagaan 
Pemerintahan 

Masyarakat Miskin dan 
Organisasinya 

Dukungan Bagi 
Pemberdayaan 

Aset dan Kapabilitas 

INDIVIDUAL 

• Informasi Aturan • Materi 

• Partisipasi / Inklusif 

• Akuntabilitas 

Main dan 
^ Proses 

• Insani 

• Sosial 

• Kapasitas Kelembagaan 
Lokal 

• Politik 

K O L E K T I F 

Norma • Suara 

dan 
Tingkah 

Laku 

• Organisasi dan 
Tingkah 

Laku • Perwakilan 

HASIL / DAMPAK 
PEMBANGUNAN 

Perbaikan tata pemerintahan dan 
akses keadilan 

Layanan dasar yang efektif dan 
inklusif 

Akses pasar dan layanan bisnis 
yang makin adil 

Penguatan masyarakat madani 

Penguatan organisasi masyarakat 
miskin 

Peningkatan kepemilikan aset 
dan kebebasan memilih 

Kondisi Sosial Ekonomi & Politik 

Narayan (2002) menyatakan bahwa ada tiga dimensi pokok Kerangka 

Pemberdayaan yang secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 3, (i) Inti: investasi 

untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin, baik sebagai individu 

maupun secara kolektif. Arahnya adalah kemampuan memecahkan masalah secara 

swadaya dan peningkatan daya tawar dalam hubungan kelembagaan. (ii) Penimjang: 
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reformasi kelembagaan kepemerintahan (dan lokus kekuasaan lain) menuju good 

governance dan akuntabilitas publik baik akibat tuntutan masyarakat maupun karena 

keharusan penyesuaian dengan pergeseran paradigma pembangunan. (iii) 

Mekanisme: merubah tata hubungan, terutama hubungan kekuasaan melalui proses 

dialogis/interaktif menuju tata hubimgan berdasarkan kesetaraan, keadilan dan 

kemartabatan. 

Craig dan Mayo (1995) menyatakan bahwa partisipasi merupakan komponen 

penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, 

orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih 

memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri 

dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara 

komulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki maka akan semakin 

baik kemampuan partisipasinya. Selanjutnya Wardhani dan Haryadi (2004) 

menyatakan bahwa proses pemberdayaan merujuk pada bentuk partisipasi yang 

paling intens berupa berbagi kewenangan (shared control). Oleh karena 

pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu proses pembelajaran sosial yang 

berkesinambungan, maka selain proses saling memahami dan saling belajar antar 

stakeholders, dalam proses pemberdayaan masyarakat desa mereka perlu secara 

bersama-sama mencari solusi pemecahan masalah dengan mengedepankan 

pendekatan Participatory Learning and Action. 

Tukar Konsultasi/ Kolaborasi/Pengambilan Pemberdayaan/ 
Informasi Umpan Balik Keputusan Bersama Berbagi Kewenangan 

Gambar 4. Spektrum kedalaman partisipasi 
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Secara ringkas pemberdayaan masyarakat desa dapat dirangkirai menjadi tiga 

daur hidup yang disebut Tri Daya (Wardhani dan Haryadi, 2004), yaitu: 

1. Daur hidup pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dalam kelembagaan 

orang miskin, meliputi; 

Proses penyadaran kritis > dan pengembangan kepemimpinan bersama/kolektif > 

dilanjutkan dengan pengembangan perilaku wirausaha sosial > agar mampu 

mengelola usaha bersama atau mikro, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. 

Penyadaran 

Sosial 

Gambar 5. Spektrum kedalaman partisipasi 

2. Daur hidup pengembangan usaha produktif dalam kelembagaan kelompok orang 

miskin, meliputi; 

Pengaturan ekonomi rumah tangga (ERT) > agar mampu menabung bersama 

dalam kelompok > untuk modal usaha bersama > dalam kegiatan usaha produktif, 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Modal 
Bersama 

Gambar 6. Daur hidup pengembangan usaha produktif dalam 
kelembagaan kelompok orang miskin 

3. Daur hidup kelembagaan kelompok orang miskin, meliputi: 

Pengelolaan organisasi yang akuntabel > kepemimpinan yang partisipatif > 

pengelolaan keuangan yang transparan > dan pengembangan jejaring yang luas. 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. 

Pengelolaan 
Keuangan 

Gambar 7. Daur hidup pengelolaan kelembagaan kelompok orang 
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2.3. Alur Kegiatan Program Pemberdayaan Desa 

Dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD), proses pembelajaran dilakukan 

berkesinambungan secara bersama-sama masyarakat untuk mencari solusi pemecahan 

masalah dengan menekankan pendekatan participatory learning and action. Hal ini 

terlihat sejak tahap persiapan program dengan melakukan sosialiasi PPD kepada 

Dinas atau Badan di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota. Selanjutnya 

pemerintah Kabupaten atau Kota bersama masyarakat Desa melaksanakan 

identifikasi, membentuk dan mengesahkan pengelola UED-SP disetiap Desa. 

Segera setelah selesai melaksanakan pelatihan pra-tugas, Pendamping akan 

ditempatkan di Desa lokasi program dan melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa I . 

2.3.1. Identifikasi Potensi dan Penggalian Gagasan 

Tahapan kegiatan setelah pelaksanaan MD-1, Pendamping Desa melakukan 

pelatihan bagi Kader Pembangunan Desa secara On The Job Training, dilanjutkan 

dengan pelaksanaan identifikasi potensi Desa serta penggalian gagasan. Pada tahap 

ini Pendamping Desa dibantu Kader Pembangunan Desa melakukan kegiatan; 

1. Inventarisasi potensi wilayah dan masyarakat Desa dengan melakukan 'Trans 

Seek Walk' meliputi setiap RT/Dusim. 

2. Melaksanakan musyawarah ditingkat kelompok/RT/Dusim guna melakukan 

pemetaan sosial dan potensi Desa. 

3. Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan pembangiman 

sarana/prasarana yang akan diajukan pada Musyawarah Desa dua (MD-2). 

4. Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas kegiatan ekonomi bagi 

anggota UED-SP. 

5. Menyepakati dan menetapkan sanksi-sanksi bagi anggota dan kelompok UED-SP 

yang akan diajukan pada MD-2 sebagai usulan RT/Dusun. 

6. Penulisan dokumen usulan RT atau Dusun untuk kegiatan - kegiatan UED-SP. 
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7. Pendamping Desa, Kader Pembangunan Desa, Pengelola UED-SP didiakung oleh 

Fasilitator Program, menyusun Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART) UED-SP. 

23.2. Pembukaan Rekening Dana Usaha Desa dan Rekening UED-SP 

Pemegang Otoritas Rekening Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau Lurah, 

Ketua LPM/LKMD, 1 Orang Wakil Masyarakat Perempuan yang dipilih pada Forum 

Musyawarah Desa-1 secara bersama-sama membuka Rekening pada Bank yang telah 

ditetapkan berdasarkan SK Gubemur dengan Nama Rekening Dana Usaha Desa 

(nama Desa). 

Pengelola UED-SP membuka rekening imtuk menampung dana yang 

disalurkan dari Rekening Dana Usaha Desa dan pengembalian dana pinjaman oleh 

pemanfaat sebelum disetorkan kembali pada Rekening Dana Usaha Desa dengan 

nama Rekening UED-SP (disebutkan nama UED-SP yang bersangkutan serta Desa), 

dengan spesimen tanda tangan Ketua dan Kasir, pada bank yang sama dengan 

Rekening Dana Usaha. Pengelola UED-SP juga membuka Rekening tersendiri 

dengan spesimen yang sama untuk menampung dan menyalurkan dana yang berasal 

dari kegiatan simpan pinjam anggota UED-SP dengan nama Rekening Dana Simpan 

Pinjam UED-SP( nama UED-SP Desa Yang bersangkutan). 

2.3.3. Verifikasi Usulan Kegiatan Dana Usaiia Desa 

Lingkup Verifikasi: 

1. Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta 

pemeriksaan lapangan. 

2. Jumlah Tim Verifikasi Minimal 5 orang, terdiri atas orang-orang yang memiliki 

pengalaman dibidangnya sesuai dengan proposal, boleh berasal dari luar Desa 

(dalam satu Kecamatan) dan dipimpin oleh seorang koordinator. 

3. Masa kerja Tim Verifikasi paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan. 
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4. Pendamping Desa bertugas melakukan identifikasi calon-calon yang layak dan 

mampu untuk diusulkan sebagai Tim Verifikasi kepada Desa. 

5. Tim Verifikasi dibentuk ditingkat Desa berdasarkan hasil identifikasi dan 

rekomendasi Pendamping Desa. 

6. Penetapan Tim Verifikasi dengan keputusan Kepala Desa, berdasarkan hasil 

musyawarah khusus. 

7. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim verifikasi difasilitasi oleh Kader 

Pembangunan Desa dan pengelola UED-SP. 

8. Pendamping Desa harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan proses 

verifikasi. 

9. Koordinator Daerah (KORDA) melakukan Pemeriksaan secara acak imtuk 

memastikan pelaksanaan Verifikasi usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme 

PPD. 

Proses pembentukan Tim Verifikasi: 

1. Pendamping Desa dibantu oleh Kader Pembangunan Desa melakukan 

identifikasi calon potensial sebagai tim verifikasi kegiatan Usaha Desa. 

2. Koordinator Daerah juga melakukan identifikasi berdasarkan masukan dari 

Pendamping Desa dan membuat rekapitulasi calon tim verifikasi dalam satu 

Kecamatan atau Kabupaten. 

3. Pembentukan Tim verifikasi dilakukan pada pertemuan khusus, yang dipimpin 

oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh ketua BPD, Pengelola UED-SP, Calon Tim 

Verifikasi, Kader Pembangunan Desa dan Pendamping Desa serta Koordinator 

Daerah (jika diperlukan). 

4. Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim 

Verifikasi dan ruang lingkup tugas sebagai Tim Verifikasi. 
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2.3.4. Musyawarah Desa Dua (MD-2) 

Segera setelah selesai pelaksanaan Verifikasi Usulan Kegiatan, Kepala Desa 

dibantu oleh Pendamping Desa dan Kader Pembangiman Desa, menetapkan Jadwal 

pelaksanaan Musyawarah Desa kedua (MD-2) dengan agenda ; 

1. Menetapkan daftar ranking penerima manfaat kegiatan Dana Usaha Desa dan 

jumlah dana untuk setiap kegiatan yang akan di danai, dituangkan dalam Berita 

acara Musyawarah Desa 2 dan disahkan dengan Keputusan Desa. 

2. Menetapkan besarannya suku bimga pinjaman serta jadwal pengembalian imtuk 

setiap kegiatan yang didanai. 

3. Menetapkan jadwal pencairan dan penyaluran Dana Usaha Desa. 

4. Menetapkan insentif pengelola dan biaya operasional UED-SP. 

5. Informasi rencana perguliran dan mekanisme perguliran. 

6. Menetapkan Rencana Jangka Menengah Desa (RJM) berdasarkan usulan kegiatan 

bidang sektoral dari setiap RT/Dusun. 

7. Menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD/K), 

8. Menyepakati sanksi-sanksi untuk pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa. 

2.3.5. Proses Penyaluran Dana Usaha Desa 

1. Pemanfaat/Peminjam Dana Usaha Desa (Kelompok atau Individu) membuat 

Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan Pengelola UED-SP yang 

diketahui oleh Kepala Desa dan Pendamping Desa, dilengkapi dengan dokumen 

usulan kegiatan Pemanfaat/Peminjam (Kelompok atau Individu). 

2. Pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) 

dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa diketahui oleh 

Pendamping Desa dan Ketua BPD yang dilengkapi dengan dokumen usulan 

kegiatan hasil pembahasan pada forum Musyawarah Desa-2. 

3. Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa berdasarkan Surat Perjanjian 

Pemberian Pinjaman (SP3) mentransfer Dana dari Rekening Dana Usaha Desa ke 

Rekening UED-SP sesuai dengan Jumlah yang diajukan, dilengkapi dengan : 

• Surat Perintah Bayar 
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• Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman 

• Daftar Pemanfaat/Peminjam dan Jumlah masing-masing Pinjaman 

4. Penyaluran Dana Usaha Desa dari UED-SP Ke anggota atau kelompok pemanfaat 

dilakukan sesuai kebutuhan serta memperhatikan siklus usaha. 

5. Pengelola UED-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan 

kebutuhan, dilengkapi dengan: 

• Surat Perintah Bayar 

• Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD) 

2.3.6. Pertanggunjawaban Dana 

1. Pengelola UED-SP wajib mempertanggungjawabkan dana kepada masyarakat 

melalui Forum Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDP) paling lambat 10 

hari setelah seluruh Dana Usaha Desa disalurkan kepada pemanfaat. 

2. Pengelola UED-SP wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola 

oleh UED-SP melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin. 

3. Pemegang Otoritas Dana Usaha Desa melaporkan status keuangan yang ada di 

Rekening Dana Usaha Desa pada Forum Musyawarah Pertanggungjawaban 

(MDP) serta menyebar luaskan informasi Status Dana Usaha Desa yang ada di 

Rekening melalui papan informasi dan media lainnya secara Rutin. 

2.3.7. Pelaksanaan Kegiatan Dana Usaha Desa 

1. emanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan 

yang diajukan dan tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Kredit 

(SP2K). 

2. Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui Dana Usaha 

Desa, harus melalui persetujuan musyawarah Desa. 

3. Pengembalian pinjaman dana usaha Desa dari Pemanfaat/Peminjam ke 

pengelola UED-SP dilakukan sesuai dengan isi Surat perjanjian Pemberian 
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Kredit (SP2K) dengan mempertimbangkan siklus usaha beserta dengan bunga 

pinjaman yang disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. 

4. Pengembalian dana usaha Desa dari UED-SP ke rekening Dana Usaha Desa 

dilakukan sesuai dengan isi surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) beserta 

dengan bimga 3% Pertahun. 

5. Pengelola UED-SP membuat buku induk penerima manfaat Dana Usaha Desa 

dengan besar pinjaman, jangka waktu pengembalian dan besar angsuran per 

periode angsuran, sesuai dengan format terlampir. 

6. Pengelola UED-SP wajib membuat buku kas umum, buku bank, kartu kredit 

sesuai dengan format terlampir. 

7. Pengelola UED-SP wajib membuat laporan bulanan kepada Kepala Desa 

dengan tembusan kepada BPD dan Pendamping Desa. 

Pelaporan UED-SP meliputi: 

a. Laporan perkembangan pinjaman 

b. Laporan permasalahan 

c. Laporan status keuangan 

d. Laporan operasional UED-SP 

e. Rencana kerja dan kegiatan UED-SP 

8. Pemanfaat/Peminjam dapat membayar angsuran pinjaman ditambah bunga, 

melalui Rekening UED-SP atau melalui pengelola UED-SP. 

9. Perangkat Desa, BPD, pengelola UED-SP, Pendamping Desa harus melakukan 

pembinaan dan pendampingan terhadap anggota dan kelompok pemanfaat. 

10. Pengelola UED-SP melakukan rapat koordinasi bulanan bersama pemanfaat, 

perangkat Desa, BPD, pendamping Desa dan pihak terkait lainnya. 

11. Jika diperlukan sewaktu-waktu akan dilakukan audit terhadap keuangan UED-

SP oleh lembaga yang berkompeten. 

12. Kegiatan pra audit dilakukan antar Desa sebagai pembinaan dan penguatan 

kapasitas pengelola UED-SP, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pra audit 

diambil dari biaya operasional UED-SP dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. 
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23.S. Persyaratan Sebagai Pemanfaat/Peminjam Dana Usaha Desa 

Pada dasamya seluruh anggota masyarakat Desa berhak mendapatkan 

pinjaman dari Dana Usaha Desa dengan kriteria: 

a. Warga Desa yang telah berdomisili tetap di Desa bersangkutan selama 

minimal 5 tahun. 

b. Tercatat sebagai anggota aktif UED-SP dan telah mempimyai simpanan wajib 

sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). 

c. Memiliki usaha dan atau rencana usaha. 

d. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha. 

e. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan. 

f Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp. 

1.000.000,- per anggota, maka diwajibkan menggunakan Agiman sedangkan 

untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000 per anggota. 

Agunan dapat diganti dengan Surat Pemyataan Kesanggupan Tanggung 

Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam 

kelompok). 

g. Surat pemyataan kesanggupan Tanggung Renteng harus dibuat diatas kertas 

segel dengan menyebutkan Sumber Dana yang akan digunakan imtuk Tanggung 

Renteng, ditandatangani oleh seluruh Anggota Peminjam atau seluruh Anggota 

kelompok. 

Kelayakan Usaha: 

a. Relatif cepat menghasilkan, satu siklus maksimum 18 Bulan. 

b. Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di Desa. 

c. Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat 

miskin. 

d. Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan tehnologi yang ada di Desa. 

e. Tidak termasuk dalam daftar larangan. 

Penetapan Suku Bunga dan Jadwal Pengembalian Pinjaman: 
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1. Pinjaman Dana Usaha Desa oleh UED-SP ke Rekening Desa dikenakan Jasa 

atau Bunga Pinjaman sebesar 3 % per tahim. 

2. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bimga dari UED-SP ke 

Rekening Dana Usaha Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan tertera 

pada Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3). 

3. Penetapan Jasa pinjaman Dana Usaha Desa bagi anggota atau kelompok 

peminjam ke UED-SP, ditetapkan melalui musyawarah Desa dan tertera dalam 

Berita Acara Musyawarah Desa, dengan ketentuan minimal sebesar 10% per 

tahun. 

4. Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga / Jasa Pinjaman dari 

anggota atau kelompok pemanfaat kepada UED-SP disepakati melalui 

Musyawarah Desa dan tertera pada Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) 

serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha. 

Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman Dana Usaha Desa melalui 

UED-SP yaitu: 

1. Mempunyai kepengurusan yang j elas. 

2. Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus. 

3. Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana. 

4. Mempunyai alamat sekretariat / posko yang jelas. 

5. Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat / posko. 

6. Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap 

anggota kelompok. 

7. Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan. 

8. Mempunyai rencana kerja, walau sederhana. 

9. Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan. 

10. Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok. 

11. Mempunyai surat pengesahan dari Kades atau Lurah. 



21 

Perguliran: 

1. UED-SP dapat meminta mandat dari Forum Musyawarah Desa untuk mengelola 

Dana Usaha Desa dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap 

dana yang telah dikembalikan dan belum disetor ke Rekening Dana Usaha Desa, 

kepada Anggota atau Kelompok Pemanfaat atau Peminjam yang telah di verifikasi 

dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa pada 

tahap sebelumnya. 

2. Bagi kelompok atau anggota peminjam yang telah melxmasi pinjaman dapat 

mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses Verifikasi seperti 

semula. 


